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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah Dberlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk
efektivitas dan efisiensi, Satuan Polisi Pamong Praja
yang telah ada perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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12.

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pembentukan  Peraturan  Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Menetapkan

dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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Bupati adalah Bupati Garut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang
melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

7. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Garut.
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